
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.966, 2013 KEMENTERIAN KESEHATAN. Imunisasi. 
Penyelenggaraan. Pedoman. Pencabutan. 

 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN 2013 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN IMUNISASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat dan mempertahankan status kesehatan 
seluruh rakyat diperlukan tindakan imunisasi 
sebagai tindakan preventif; 

b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1611/Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Imunisasi dan Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 1626/Menkes/SK/XII/2005 
tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan 
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi perlu disesuaikan 
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta  untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kesehatan tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang 
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3273); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 
tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3447); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3637); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 
tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat 
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Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 
tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5044); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/ 
SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/ 
Per/XI/2008 tentang Persetujuan Tindakan 
Kedokteran; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 473); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ 
Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/ 
Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 501);  

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/ 
Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan 
Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 671); 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN IMUNISASI. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan 

kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga 
bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit 
atau hanya mengalami sakit ringan. 

2. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, 
masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah 
diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi 
toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang 
akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit 
infeksi tertentu. 

3.  Penyelenggaraan Imunisasi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi. 

4. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI 
adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik 
berupa efek vaksin ataupun efek simpang, toksisitas, reaksi 
sensitifitas, efek farmakologis maupun kesalahan program, koinsidens, 
reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. 

5.  Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan 
kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 
pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerjanya. 

6.  Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan 
Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Komnas PP KIPI adalah 
komite independen yang melakukan pengkajian dan penetapan kasus 
KIPI di nasional secara kausalitas. 

7.  Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca 
Imunisasi yang selanjutnya disebut Komda PP KIPI adalah komite 
independen yang melakukan pengkajian dan penetapan kasus KIPI di 
daerah secara klasifikasi lapangan dan kausalitas bila 
memungkinkan. 

8.  Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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9.  Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

10.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan.   

11.  Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian 
Kesehatan  yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang 
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 

Pasal 2 
Ruang lingkup pengaturan meliputi jenis imunisasi, penyelenggaraan 
imunisasi wajib, pelaksana pelayanan imunisasi, pemantauan dan 
penanggulangan KIPI, penelitian dan pengembangan, pencatatan dan 
pelaporan, pembinaan dan pengawasan. 

BAB II 
JENIS IMUNISASI 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 3 
(1) Berdasarkan sifat penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan 

menjadi imunisasi wajib dan imunisasi pilihan.   

(2) Imunisasi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai 
dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan 
dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. 

(3) Imunisasi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan 
kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari 
penyakit menular tertentu.  

(4) Vaksin untuk imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Imunisasi Wajib 

Pasal 4 
(1) Imunisasi wajib terdiri atas:  

a. Imunisasi rutin; 

b. Imunisasi tambahan; dan 
c. Imunisasi khusus. 
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